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PUTUSAN
Nomor 4937/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
el Y p
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, sebagai " Penggugat";
melawan
Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian
lepas, tempat tinggal di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register

Nomor: 4937/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 28 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/X]/2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat
Penggugat di atas;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai

keturunan;
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4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga dirasakan
mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
c. Tergugat kurang terbuka mengenai masalah urusan rumah tangga;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah
tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi,
sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan

Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya

memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
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untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan

nomor 4937/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 05 Nopember 2018 dan 6 Desember

2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa

ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan

tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan
dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
36033341078#####, tanggal 03-04-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/X]/2010, tanggal 29 November
2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di
Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang

dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010 di wilayah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
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- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir
Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Mekar Baru,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,;
- Bahewa, pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya mulai tidak
harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan September 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa
rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak
mempunyai pekerjaan tetap/kerja serabutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
September 2018, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang
meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah
datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai paman  Penggugat sudah cukup menasehati
Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali;
2. Saski 2, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kecamatan Kaler, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah sepupu Penggugat;;
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- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010 di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir
Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Mekar Baru,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,;

- Bahewa, pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya mulai tidak
harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan September 2018;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa
rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak
mempunyai pekerjaan tetap/kerja serabutan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
September 2018, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang
meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah
datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah cukup menasehati
Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali;
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Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat
menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat
menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk
meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama
Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai
wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya itu tidak nyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut
hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak
mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat
dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karena sejak
bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
disebabkan oleh Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat sudah
tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,Tergugat kurang terbuka
mengenai masalah urusan rumah tangga, puncaknya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018
dan Tergugat sudah memisahkan djri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang didalilkan Penggugat dalam gugatan ini
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka yang dijadikan dasar
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dalam gugat ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus
dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh
karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan
pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar
keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu
sebagai saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/X]/2010, tanggal 29
November 2010 bermeterai cukup (bukti P.2), oleh karena bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat
diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 ) berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah berdasarkan Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua
orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saski 2, saksi-saksi tersebut
telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa
yang ia lihat dan dengar sendiri mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat
serta sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut dan saling bersesuaian, maka
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi.
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan
bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah
bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan sudah tidak
memperdulikan Penggugat serta kurang terbuka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
September 2018 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat rusaknya
sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Lembaga perkawinan yang dianggap suatu
lembaga yang sakral ternyata telah kehilangan maknanya, adanya pisah ranjang
dan sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi September
2018 patut diduga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai
sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana
dikemukakan diatas tentu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena
mempertahankan rumah tangga yang demikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia,
masing-masing pihak terbukti sudah tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan yang
demikian tetap dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari maslahatnya,
tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan, oleh
karena itu menceraikan Pengugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan
dipandang adil sebagai jalan keluar agar adanya kepastian hukum dalam
perkawinan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli
hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Kitab Fighu as Sunnah, Juz

Il, halaman 249 :
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Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap

isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya  gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat ) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sejumlah Rp. 681000,- ( enam ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019
M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 H, berdasarkan
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari
A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S., S.H., M.A.
dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan
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oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Nurjanah, S.H., M.H. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy. Drs. Muslim, S., S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.590.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.681.000,-

( enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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